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ABSTRAK
Kegiatan utama bank sebagai salah satu lembaga intermediasi, yaitu menyalurkan kredit ke masyarakat dikarenakan kredit merupakan bagian terbesar bagi penghasilan bank. Hal ini biasanya tertuang dalam bentuk perjanjian. Pelaksanaan perjanjian kredit dituangkan kedalam perjanjian bakuyang memuat klausula-klausula yang telah ditentukan sepihak oleh bank, serta pada saat penandatanganan perjanjian kredit nasabah tidak diberitahukan hak dan kewajibannya terhadap sisa pokok serta besaran bunga pada saat akan melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo. Klausul mengenai penentuan bunga pada saat pelunasan sebelum jangka waktu kredit berakhir secara sepihak ini menjadi persoalan dalam praktek perbankan, dengan kata lain klausul tersebut merupakan usaha pihak bank untuk memastikan bahwa nasabah setuju apabila bank melakukan perubahan ditengah jalan akibat terjadinya suatu peristiwa yang dianggap dapat merugikan pihak bank apabila penetapan bunga pelunasan tidak dinaikan. Disinilah titik permasalahan tidakadanya kepastian hukum bagi nasabah dan tidak dipenuhinya asas proporsionalitas karena klausul ini semata-mata hanya melindungi pihak bank dan tidak memperhatikan kepentingan debitur sama sekali. Maka, 1) Bagaimanakan penetapan perjanjian kredit dalam kepastian hukum dan keadilan hukum yang didapat oleh nasabah yang melakukan pelunasan Kredit Guna Bhakti sebelum Jatuh Tempo?,  2) Apakah pelunasan kredit sebelum jatuh tempo pada perjanjian Kredit Guna Bhakti telah menerapkan asas Proporsionalitas dalam perjanjian ?, 3) Bagaimanakah penyelesaian permasalahan penetapan  yang dihadapi oleh para pihak terhadap klausula baku dalam perjanjian Kredit Guna Bhakti serta upaya penyelesaiannya?
Spesifikasi penelitian dalam penyusunan tesis ini dilakukan dengan cara deskriptif analitis yaitu menggambarkan permasalahan yang ada kemudian mengkaji dan menganalisisnya dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder. Berkenaan dengan pendekatan yuridis normatif yang digunakan, maka penelitian yang dilakukan melalui dua tahap yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan yang hanya bersifat penunjang, analisis data yang dipergunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh, baik berupa data sekunder dan data primer dianalisis dengan tanpa menggunakan rumusan statistik. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak nasabahpada saat akan melakukan pelunasan kredit sebelum jatuh tempo hanya diberikan secara formal, disebabkan adanya ketergantungan akan kebutuhan kredit. Disinilah letaknya kedudukan nasabah menjadi lemah secara yuridis-ekonomis dan kurang menguntungkanmenyebabkan posisi antara pihak bank dan nasabah tidakseimbang.OJK sebagai lembaga pengawas keuangan belum mengatur mengenai perhitungan pelunasan bunga kredit sebelum jatuh tempo tersebut. Ketentuan ini merupakan kebijakan setiap masing-masing bank. Bank dalam menentukan kebijakan tersebut seharusnya mengatur secara jelas dan tidak memberatkan nasabah, dalam hal ini diperlukan proporsionalitas terhadap kepentingan nasabah dan perbankan sehingga tidak akan menimbulkan resiko yang berdampak negatif bagi bank, yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan terhadap bank itu sendiri.
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ABSTRACT
The main activity of the bank as an intermediation institution, is namely loans to the public because credit is the largest portion of bank income.This is usually stated in the form of an agreement. The implementation of the credit agreement is contained in a standard agreement that contains clauses that have been determined unilaterally by the bank,and after signing the customer's credit agreement, rights and obligations are not notified of the remaining principal and the amount of interest at the time of payment before maturity.This clause on determining interest at the time of repayment before the credit period ends unilaterally becomes a problem in banking practice,in other words the clause is the bank's attempt to ensure that the customer agrees if the bank makes changes halfway because of an event that is considered detrimental to the bank if interest payments are not raised.This is where the point of issue is the absence of legal certainty for customers and the failure to fulfill the principle of proportionality because this clause merely protects the bank and does not pay attention to the interests of the debtor at all. 1) How to determine credit agreements in legal certainty and legal justice obtained by customers who pay off Guna Bhakti Credit before Maturity, 2) Does the repayment of credit before maturity in the loan agreement Guna Bhakti has applied the principle of proportionality in the agreement, 3) How to resolve the problem of determination faced by the parties in the standard clause in the Guna Bhakti Credit Agreement and efforts to resolve it?
Specifications research in this thesis is done by analytic descriptive illustrates a problem that is then assessed and analyzed with the use of primary law, secondary law and tertiary legal materials. The method used in this research is normative juridical approach, ie testing and reviewing secondary data. With regard to the normative juridical approach is used, the research was conducted in two phases, namely the study of literature and field research are merely supporting, data analysis used is the analysis of qualitative juridical, ie the data obtained, either in the form of secondary data and primary data were analyzed with without using statistical formulas.
The results of the study indicate that the customer's right to repay credit before maturity was only given formally,because of dependence on credit needs.This is where the position of the customer becomes weak juridically-economically and unfavorably causes the position between the bank and the customer is not balanced.OJK as a financial institution supervisory institution has not taken into account bank credit interest before the maturity date.This provision is the policy of each bank. Banks in determining these policies should be clearly stipulated in the credit agreement and not burden debtor,in this case proportionality is needed for the benefit of customers and banks so that if not done it will have a negative impact on the bank, which causes loss of trust in the bank itself.
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